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BUPATI MALUKU TENGGARA 

PROVINS! MALUKU 

PERATURAN BUPATI MALUKU TENOGARA 
NOMOR TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUDAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUUKU TENGGARA NOMOR 105.d 
TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INSENTIF PIMPINAN 

DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA 

(] TAHUN ANGGARAN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MALUKU TENGGARA, 

Menimbang a. Bahwa bedasarkan Pasal 1 1  Peraturan Daerah Kabupaten 
Maluku Tenggara Nomor I Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 
dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, maka perlu melakukan 
perubahan atas Besaran Tunjangan Komunikasi Insentif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabu paten Maluku Tenggara dan ditetapkan dengan Perturan 
Bupati Maluku Tenggara, 

Mengigat 1 .  Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam 

Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Scbagai Undang­ 

Undang [Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111,  Tambahan 

Lembaran Negara Noor 1645), 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dgerah 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara NOmor 4438], 

3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembcntukan 

Peraturan Perundang-undangan (embaran Negara Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), 



J 

Menerapan 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah [Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 

9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Noor 5679; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negaraepublik 

Indonesia NOm0r 6057); 

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nom6r 08 Tahun 

2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 

Nomor 08 Seri A), 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 

2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat 

Dacrah (Lombaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 

2016 Nomor 3], 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Malku Tenggara Noor 1 Tahun 

2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran Daerah 

Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2017 Nomor 1J 

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 

2017 tcntang Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dacrah Tahun 

2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggata Tahun 

2017 Nomor 4) 

MEMUTUSKAN 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA 
NOMOR 105.d TAHUN 2017 TENTANG BESARAN KOMUNIKASl 
INSENTIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 
ANGGARAN 2018 
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ETEN'TUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 

1 Pemerintah Dacrah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pererintahan Daerah yang merimpin pelaksanaon urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

2. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Lembaga Perwakilan Rakyat Dacrah yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah, 

4, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan anggota 

DPRD sesuai Peraturan Perundang-Undangan. 

5. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk 

menentukan kelompok kernampuan keuangan daerah yang ditetapkan 

berdasarkan tata cara pengelompokan kemampuan keuangan daerah. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang 

ditetapkan dengan Peraturan Dacrah. 

7 Ketua dan Wakil Ketua DPRD, yang selanjunya discbut Pimpinan adalah 

Ketua dan Wakit Ketua DPRD. 

f 8. Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disingkat TKI adalah uang 

yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja pimpinan dan 

anggota DPRD. 

BAB II 

PENOHASILAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF 

Pasal 2 

(I) Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan berdasarkan kemampuan 

kcuangan daerah; 

2) Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif sebagai berikut : 

a. Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan paling banyak S (Lira 
Kali) kali dari uang representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah dengan rincian: 5 x Rp.2.100.000,00 = Rp.10.500.000,00. 
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Pasad 3 

Kemampuan Keuangan Darrah scbagaimana pada pasal 2 ayat [l} di atas 

maka Kabupaten Mahku Tenggara berada pada kelompok kategori Sedang. 

BAB 111 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai beraku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan pencmpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku 

Tenggara 

Diundangkan di Langgur 
pada tanggal 4A4 Januari 2018 

ETRUS BER:/ATWARIN 
Pembina Utar'a Madya 

NIP 19601011 199003 1 010 

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2018 NOMOR 
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